
 

 

JDIH Kementerian PUPR 
 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02/PRT/M/2018                                      

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 

05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 

dapat berpotensi terjadinya kecelakaan konstruksi yang 

membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan 

publik, keselamatan harta benda, dan keselamatan 

lingkungan sehingga untuk menjamin keselamatan 

pekerjaan konstruksi perlu membentuk Komite 

Keselamatan Konstruksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; 
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Mengingat: 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah 

beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan  Peraturan  

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5949); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi 

Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 628); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 881)  sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 

05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) 

KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 

(satu) angka yakni angka 13a dan mengubah angka 14, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang 

selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui 

upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.  

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang 

selanjutnya disingkat SMK3 Konstruksi Bidang PU 

adalah bagian dari sistem manajemen organisasi 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka 

pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan 

konstruksi bidang Pekerjaan Umum. 

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau 

pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 

bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi 
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mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan 

lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau 

bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu. 

4. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang 

mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 

Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan 

dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang 

diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang 

berwenang sesuai dengan Undang-Undang. 

5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam 

organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi 

Penyedia Jasa yang telah mengikuti 

pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi 

Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan 

mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 

Konstruksi Bidang PU. 

6. Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik 

pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, 

bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan 

lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, 

kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, 

peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja. 

7. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang 

disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses 

maupun lingkungan kerja. 

8. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan 

kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, 

jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari 

sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan 

konstruksi. 

9. Manajemen Risiko adalah proses manajemen 

terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan 

mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan 

mengendalikan risiko. 

10. Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang 

diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap 
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pekerjaan konstruksi yang harus diperhitungkan dan 

dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. 

11. Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat 

RK3K adalah dokumen lengkap rencana 

penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan 

merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak 

suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh 

Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, 

untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi 

antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam 

penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU. 

12. Monitoring dan Evaluasi K3 Konstruksi yang 

selanjutnya disingkat Monev K3 Konstruksi adalah 

kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja 

Penyelenggaraan K3 Konstruksi yang meliputi 

pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan 

rekomendasi perbaikan penerapan K3 Konstruksi. 

13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang 

selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah perangkat 

dari ULP yang berfungsi melaksanakan pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa. 

13a.Komite Keselamatan Konstruksi adalah unit yang 

bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan 

keselamatan konstruksi. 

14. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

 

2. Menambah 1 Bagian pada BAB IV yakni Bagian Ketiga, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Ketiga 

Komite Keselamatan Konstruksi 
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3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal 

yakni Pasal 19a dan Pasal 19b, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 19a 

(1) Untuk menerapkan SMK3 pada setiap 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibentuk Komite 

Keselamatan Konstruksi. 

(2) Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal 19b 

Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan Komite 

Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19a meliputi: 

a. potensi bahaya tinggi; dan/atau 

b. mengalami kecelakaan konstruksi yang dapat 

menimbulkan hilangnya nyawa orang; 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Januari 2018               

MENTERI PEKERJAAN UMUM  

DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

  

                              ttd             

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Januari 2018 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd                          

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 179 


